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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 623/MENKES/PER/IX/1989 

TE·.~ TANG 

PERUBAHAN ATAS PF.RATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 

363/MEN.KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG BIDAN 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa dalnm upaya peningkatan pemerataan pelayanan 

kesehatan kepada mas~·arakat ser:ta membantu upaya 

penurunan angka kema ti an bayi' dan ibu hamil, mako. 

peran serta bidan perlu lebih ditingkatkan; 

b. bahwa guna menunjang peran serta aktif bidan ter­

sebut melalui praktek perorangan, maka pe~lu di­

sederhanakan bentuk perizinannya; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di­

atas perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomo:363/Men.Kes/Per/IX/1980. 

1. Gndang-·Ur>::.a.::: g t-~or.1or 9 Tahur1 1960 tentai"'lg Pokok -P0kok 

Keseha tan 1::.embaran Negara Tahun 1.9 6 0 Nomor 131, Tan1-

'n"' han I<=>rrJ)- ·""'n N,· -r;:,r·a Worrier 2n6B) · ............. • ' -·· C"i. .... - • • ,:!l_, ...... - .. ., ..... -.J I 

. 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Ke-

sehatan (Iembaran Negara Tahun 1963 Nomor.79, Tam­

bahan Lembaran Negara Nomor.2576); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No­

mor. 363/Men.Kes/Per/IX/1980 te_ntang Wewenang Bidan. 

M E M U T U S K A N 

: PERATUR.i\N MENTERI KESE:i.AT.'\N REPUBLIK IKDONESIA TL.NTANG 

PERUBAH.i\N ATF-.S PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR:363/MEN.KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWE­

NANG BIDAN. 
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Pas .:tl 1 

Mengubah ketentJJan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik · Indonesia Nomor 363/Men. Kes/Per/IX/1980 ten­

tang Wewenang Bic1an dan dengan di tambah Ketentuan Pera­

lihan pada Pasal II, sehingg~ berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Untuk melakukan usaha praktek Bidan secar~perorangan 

diperlukan izin. 
,. 

- · . ............ 

(2) Izin sebagaimana dimaksua. ayat· (1) dibe1:i:1:an oleh I<e­

pala Kantor Departemen Kesehatan Kabupa 'c<:m/Kotamadya 

·i setempat. 

(3) Bagi Bidan yang bekerja pada suatu unit kesehatan Pe­

merintah atau Swasta izin baru diberikan setelah rnen­

dapat persetujuan tertulis dari atasannya. 

(4) Surat Izin Praktek berlaku untuk selamanya pada suatu 

kecamatan tertentu, kecuali pindah alamat tempat pnak­

tek. 

(5) Tata cara dan persyaratan perizinan ditetapk a n oleh 

Direktur Jenderal Pernbinaan Kesehatan Masyarakat . 

. J Pasal I I 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Bidan yang 

telah mendapat Surat Izin Praktek tetap berlaku sam­

pai habis masa berlakunya. 

(2) Permohonan SuratTzin Praktek baru diajukan ·kepada 

Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kab~aten/Kota­

rnadya setempat, dengan melampirkan surat izin yang 

lama. 
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Pasal III 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di­

tetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengun­

dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya da­

lam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

J A K A R T A 

25 SEPTEMBER 1989 

INDONESIA, 
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PERATURAN MENTER! KESEHATAN R.I 
NOMOR : 623/MENKES/PER/IX/1989 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KESE­
HATAN NOMOR 363/ME~. 'ES/PtR/IX/1980 
TENTANG WEWENANG BIDAN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang . a. bahwa dalam upaya peningkatan pe-. 
rnerataan pelayanan kesehatan kepa-
da masyarakat serta mernbantu upaya 
penurunan angka kematian bayi dan 
ibu hamil, rnaka peran serta bidan 
perlu lebih ditingkatkan ; 

b. bahw.a guna rnenunj ang peran serta 
o•. t if bidan terscbut melalui prak-
t ek peror.angan, maka .perlu dise -
derhanakan bentuk perizinannya 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a 
dan b tersebut diatas perlu di-
adakan perubahan atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nornor 363/Men. 
Kes/Per/IX/1980. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Le!!! 
baran Negara Tahun 1960 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 
2068) ; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 
tentang Tenaga Kesehatan (Lernbaran 
Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tarnba~ 
an Lemharan Negara Nomor 2576); 

3. Peraturan Menteri Ke sehatan Repu -
blik Indones i a Nomor 363/Men.Kes/ 
Per/IX/1 980 tentang Wewenang Bidan. 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPU­
BLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 363/MEN 
KES/PER/IX/1980 TENTANG WEWENANG 
BIDAN. 

Pasal 1 

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Men -
teri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 363/Men 
Kes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan dan de­
ngan ditambah Ketentuan Peralihan pada Pasal 11, 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Untuk melakukan usaha praktek Bidan secara 
perorangan diperlukan izin. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi -
kan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan 
Kabupaten/Kotamadya setempat. 

(3) Bagi Bidan yang bekerja pada suatu unit ke­
sehatan Pemerintah atau Swasta izin baru di 
berikan setelah mendapat persetujuan tertu­
lis dari atasannya. 

(4) Surat Izin Praktek berlaku untuk selamanya 
pada suatu kecamatan tertentu, kecuali pin­
dah alamat tempat praktek. 

(5) Tata cara dan persyaratan perizinan ditetap_ 
kan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kese­
hatan Masyarakat. 



'\ 

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-18 

Pasal II 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Bi­
dan yang telah mendapat Surat Izin Praktek 
tetap berlaku sampaj habis masa berlakunya. 

(2) Permohonan Surat Izin Praktek baru diajukan 
kepada Kcpala Kantor Departemen Kesehatan Ka­
bupaten/Kotarnadya seternpat dengan rnelarnpir -
kan Surat izin yang lama. 

Pasal III 

Peraturan Menteri i n i rnulai berlaku pada tan£ 
gal ditetapkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Pera· nran Menteri in i dengan penam­
patannya dalarn Ber · t a Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 
Pada tanggal 25 Sept.ember 1989 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr . ADHYATMA, MPH. 


